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<b>ABSTRAK</b><br>

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan panas bumi diperlukan dalam
rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik good corporate governance dalam
pengusahaan pertambangan panas bumi dan untuk menghindari terjadinya penyal ahgunaan wewenang abuse
of power Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi telah membagi kewenangan
pengusahaan panas bumi dan penerbitan 1zin Usaha Pertambangan Panas Bumi telah diserahkan kepada
Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya yang
disesuaikan dengan wilayah administrasi dimana potensi panas bumi tersebut berada M eskipun kewenangan
pengusahaan panas bumi telah dibagi sampai dengan Pemerintah Daerah namun perlu diingat bahwa
dimilikinya kewenangan dalam pengusahaan panas bumi juga mewajibkan Pemerintah Daerah untuk

mel aksanakan pengawasan langsung dan bertanggung jawab terhadap pel aksanaan usaha pertambangan
yang diterbitkannya tersebut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
mengatur bahwa Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat memiliki tugas dan
wewenang pula untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
kabupaten kota Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 telah memberikan pula kewenangan kepada Menteri
untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyel enggaraan usaha pertambangan panas bumi
yang dilakukan oleh Gubernur Bupati dan Walikota Namun sayangnya pembagian kewenangan tersebut
tidak diikuti dengan pengaturan mengenai sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak menjalankan
kewenangannya sesuai peraturan perundang undangan Hal yang demikian kiranya yang melatarbel akangi
permasal ahan terkait dengan pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya alam pada umumnya dan
pengelolaan panas bumi pada khususnya kepada Pemerintah Daerah Kata kunci kewenangan panas bumi
pembinaan dan pengawasan
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<b>ABSTRACT</b><br>

Guidance and supervision of the implementation of the geothermal mining is necessary in order to realize
good governance corporate governance in geothermal exploitation and to avoid abuse of power abuse of
power Law No 27 Y ear 2003 on Geothermal has divided authority and publishing exploitation of
geothermal Geothermal Mining Permit has been submitted to the Central Government Provincial
Government and Regency City in accordance with the authority which is adapted to the administrative area


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20365066&lokasi=lokal

where the geothermal potential located Although geothermal concession authority has been divided up by
the regional government but keep in mind that it has the authority in geothermal exploitation also requires
local governmentsto carry out direct supervision and is responsible for the implementation of the issuance
of the mining business Law No 32 Y ear 2004 on Regional Government provides that the Governor in his
capacity as representative of the Central Government also has the duty and authority to provide guidance
and oversight for the regional administration of the district city Law No 27 of 2003 has also authorizes the
Minister to direct and supervise the operation of the geothermal mining is done by the Governor the Regent
and the Mayor But unfortunately the division of powersis not followed by sanctions for the regulation of
local governments that do not run the appropriate authority legislation It is thus presumably the underlying
problems associated with the implementation of natural resources management authority in general and in
particular the management of geothermal energy to local government Keywords authority geothermal
guidance and supervision



